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ABSTRACT

This study aims to provide an in-depth understanding of the implementation process
of inclusive development policies based on infrastructure in South Sumatra
Province. Using a qualitative interpretative approach, the research explores how
implementing actors, target groups, and policy environments interact and negotiate
meanings in realizing the vision of “South Sumatra Progresses for All.” The study
modifies Thomas B. Smith’s conceptual framework by incorporating interpretative,

relational, and contextual dimensions to better capture the complexity of
implementation practices.The findings reveal that policy implementation does not
Sollow a linear and technocratic path, but unfolds through processes of dialogue,

reinterpretation, and institutional adaptation. From this, the DERU Model
(Dialogic, Empathic, Responsive for Infrastructure-based Inclusive Development)

is proposed, emphasizing the importance of dialogical leadership, cross-actor
coordination, and social sensitivity in designing and executing inclusive regional
development policies. The model positions infrastructure not merely as a physical
output, but as an instrument for achieving spatial and social justice. Conceptually,

this study contributes by integrating institutional and interpretative approaches;

practically, it offers guidance for implementing inclusive policies in decentralized
governance contexts.

Keywords: policy implementation, inclusive development, infrastructure, policy

interpretation, DERU model, South Sumatra
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi
kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera
Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, studi ini
menelusuri bagaimana aktor pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan
kebijakan saling berinteraksi dan menegosiasikan makna dalam upaya mewujudkan
visi “Sumsel Maju untuk Semua”. Kerangka konseptual Thomas B. Smith
dimodifikasi dengan penambahan dimensi interpretatif, relasional, dan kontekstual
guna menangkap kompleksitas praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian
menemukan bahwa kebijakan tidak dijalankan secara linier dan teknokratis,
melainkan melalui proses dialog, reinterpretasi, dan penyesuaian institusional yang
kuat. Dari temuan ini dikembangkan Model DERU (Dialogis, Empatik, dan
Responsif untuk Pembangunan Inklusif berbasis Infrastruktur), yang menekankan
pentingnya kepemimpinan dialogis, koordinasi lintas aktor, serta kepekaan sosial
dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Model ini
menempatkan infrastruktur sebagai instrumen keadilan spasial dan sosial, bukan
sekadar proyek fisik. Kontribusi studi ini bersifat konseptual melalui sintesis
pendekatan institusional dan interpretatif, serta praktis dalam memberikan arah
implementasi kebijakan inklusif di wilayah yang terdesentralisasi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pembangunan inklusif, infrastruktur,

interpretasi kebijakan, Model DERU, Sumatera Selatan.
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RINGKASAN

Herman Deru, program Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya 2020.
Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif  Berbasis
Infrastruktur di Sumatera Selatan. Promotor: Alfitri. Ko-promotor: Andries
Lionardo dan Abdul Nadjib.

Pembangunan inklusif menjadi fokus utama dalam berbagai forum pembangunan
global dan nasional sebagai respons terhadap model pembangunan yang hanya
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan dan
partisipasi kelompok rentan. Namun, implementasi pembangunan inklusif sering
terhambat oleh tantangan praktis, terutama di Indonesia dengan ketimpangan
antarwilayah yang tinggi, seperti di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun memiliki
visi "Sumsel Maju untuk Semua”, pelaksanaan kebijakan pembangunan
infrastruktur di wilayah ini masih menghadapi dinamika tafsir, tarik-menarik
kepentingan, dan keterbatasan kelembagaan yang memperkuat disparitas
antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Sumatera Selatan dan merumuskan
model implementasi yang aplikatif serta kontekstual, dengan harapan dapat
memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan serupa di daerah lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan analisis
tematik untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis
infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utama penelitian adalah
memahami bagaimana aktor-aktor kebijakan di tingkat daerah memaknai dan
mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan memperhatikan proses, aktor,
tantangan, dan capaian yang terjadi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam,
observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pembangunan infrastruktur.
Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pola-pola
utama yang muncul dalam data, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Melalui
pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan model implementasi
kebijakan yang kontekstual dan aplikatif, berdasarkan praktik empiris yang ada,
serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan serupa di daerah lain.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan inklusif
berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan berlangsung dalam konteks
sosial yang kompleks dan dinamis. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai
entitas fisik, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan konektivitas sosial yang
adil, serta menjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan. Temuan
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menunjukkan bahwa infrastruktur berperan sebagai sarana transformasional yang
memfasilitasi inklusi sosial, spasial, dan ekonomi. Meskipun kebijakan
pembangunan inklusif dirumuskan dalam dokumen formal, implementasinya
seringkali mengalami penafsiran ulang di lapangan, tergantung pada kondisi lokal,
kapasitas pelaksana, dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan.

Melalui analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi delapan kategori utama
yang mencerminkan dinamika implementasi kebijakan, seperti peran dukungan
fiskal, partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, dan ketahanan infrastruktur
terhadap kondisi geografis dan sosial. Kategori-kategori ini disintesiskan menjadi
tiga dimensi utama: Aksesibilitas, Partisipasi, dan Ketahanan (Resiliensi), yang
masing-masing diintegrasikan dengan nilai-nilai sosial reflektif—Dialog, Empati,
dan Responsif. Nilai-nilai ini berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang
lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan
antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan
berkelanjutan.

Dari temuan ini dikembangkan Model DERU (Dialogis, Empatik, dan Responsif
untuk Pembangunan Inklusif berbasis Infrastruktur), yang menekankan pentingnya
kepemimpinan dialogis, koordinasi lintas aktor, serta kepekaan sosial dalam
merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Model ini
menempatkan infrastruktur sebagai instrumen keadilan spasial dan sosial, bukan
sekadar proyek fisik. Kontribusi studi ini bersifat konseptual melalui sintesis
pendekatan institusional dan interpretatif, serta praktis dalam memberikan arah
implementasi kebijakan inklusif di wilayah yang terdesentralisasi
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SUMMARY

Herman Deru, Doctoral Program in Public Administration, Universitas Sriwijaya,
2020. The Model of Inclusive Infrastructure Development Policy Implementation
in South Sumatra. Supervisor: Alfitri. Co-supervisors: Andries Lionardo and
Abdul Nadjib.

Inclusive development has become a central focus in various global and national
development forums as a response to the development model that solely emphasizes
macroeconomic growth without considering equitable distribution, participation of
vulnerable groups, and spatial justice. However, the implementation of inclusive
development is often hindered by practical challenges, particularly in Indonesia,
with its high regional disparities, as seen in South Sumatra Province. Although the
region has the vision "Sumsel Maju untuk Semua™ (South Sumatra, Advancing for
All), the implementation of infrastructure development policies in this area still
faces issues related to varying interpretations, competing interests, and
institutional limitations, which exacerbate regional disparities. This study aims to
analyze the implementation of inclusive infrastructure development policies in
South Sumatra and develop a contextual and applicable implementation model,
with the hope of providing recommendations for strengthening similar policies in
other regions.

This research employs a qualitative interpretive approach with thematic analysis
to analyze the implementation of inclusive infrastructure development policies in
South Sumatra Province. The primary focus of the study is to understand how policy
actors at the local level interpret and implement these policies, taking into account
the processes, actors, challenges, and outcomes that occur. Data is obtained
through in-depth interviews, observations, and analysis of documents related to
infrastructure development policies. Thematic analysis is used to identify and
categorize key patterns emerging from the data, allowing for a deeper
understanding of the dynamics of policy implementation on the ground. Through
this approach, the study aims to formulate a contextual and applicable
implementation model based on existing empirical practices, while also providing
recommendations for strengthening similar policies in other regions.

The study finds that the implementation of inclusive infrastructure development
policies in South Sumatra Province takes place within a complex and dynamic
social context. Infrastructure is understood not only as a physical entity but also as
a tool for creating equitable social connectivity and ensuring public participation,
particularly among vulnerable groups. The findings show that infrastructure plays
a transformational role in facilitating social, spatial, and economic inclusion.
While inclusive development policies are formulated in formal documents, their
implementation often undergoes reinterpretation on the ground, depending on local
conditions, the capacity of implementers, and the involvement of the community in
the planning process.



Through thematic analysis, the study identifies eight key categories reflecting the
dynamics of policy implementation, such as the role of fiscal support, community
participation, economic impacts, and the resilience of infrastructure to geographic
and social conditions. These categories are synthesized into three main dimensions:
Accessibility, Participation, and Resilience, each of which is integrated with
reflective social values—Dialogue, Empathy, and Responsiveness. These values
play a crucial role in creating policies that are more inclusive and adaptive to local
needs, as well as strengthening the relationship between government and society to
achieve sustainable and just development.

From these findings, the DERU (Dialogic, Empathetic, and Responsive for
Inclusive Infrastructure Development) Model is developed, emphasizing the
importance of dialogic leadership, coordination across actors, and social
sensitivity in designing and implementing regional development policies. This
model positions infrastructure as an instrument of spatial and social justice, rather
than merely a physical project. The contribution of this study is conceptual through
the synthesis of institutional and interpretive approaches, and practical in
providing guidance for implementing inclusive policies in decentralized regions.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan inklusif adalah suatu model pembangunan alternatif yang
muncul secara spesifik sebagai respon dari adanya beberapa dampak negatif dari
kebijakan pembangunan yang terlalu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi dan
lebih berpihak pada kepentingan para pihak elite (Aggarwal, 2021; Dorffel &
Schuhmann, 2022; Otsuki et al., 2017). Pembangunan inklusif merupakan suatu
pembangunan yang memiliki tujuan untuk mendorong semua kelompok
masyarakat terutama kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Baud, 2015; Rauniyar & Kanbur,
2010; Rodgers & Rodgers, 2011; Sengupta, 2013).

Namun demikian, ide besar pembangunan inklusif sering terjebak dalam
tataran normatif dan retoris. Visi inklusi yang luhur kerap kali tidak menemukan
bentuk praksisnya yang utuh di lapangan. Di sinilah muncul kegentingan: bahwa
persoalan utama dalam pembangunan bukan lagi pada perumusan visinya,
melainkan pada pertanyaan mendasar bagaimana pembangunan inklusif itu benar-
benar diimplementasikan? Bagaimana ia bekerja dalam kenyataan sosial yang
kompleks, penuh tarik-menarik kepentingan, Kketerbatasan kapasitas, dan
keberagaman tafsir di antara para aktor pembangunan?

Untuk memahami kegentingan implementasi tersebut, kita perlu menengok
terlebih dahulu bagaimana konsep pembangunan inklusif dirumuskan dalam
berbagai forum global dan nasional. Pembangunan inklusif telah lama menjadi
wacana sentral dalam berbagai forum pembangunan global dan nasional. la hadir
sebagai koreksi terhadap model pembangunan yang terlalu terfokus pada
pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan distribusi hasil, partisipasi
kelompok rentan, serta keadilan spasial. Dalam semangat ini, pembangunan
inklusif tidak hanya mengandaikan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan

kesempatan dan hasil pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama
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mereka yang selama ini termarjinalkan dari arus utama pembangunan (Aggarwal,
2021; Sengupta, 2013).

Strategi utama dalam pembangunan inklusif yaitu dengan menciptakan
lapangan kerja produktif serta dapat memberi keuntungan, penyediaan jaring
pengaman sosial yang efektif dan efisien dapat berguna untuk melindungi mereka
yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat dari
pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan juga dukungan kebijakan
publik yang memadai (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Kanbur & Rauniyar,
2010b; Xiaoyun & Banik, 2013). Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif
dibutuhkan peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai agar
kesempatan ekonomi dapat terdistribusi merata ke berbagai pelosok wilayah
Indonesia (Armah et al., 2014; Bonacin et al., 2010; Sengupta, 2013).

Salah satu faktor penting untuk menciptakan pembangunan inklusif adalah
melalui peningkatan konektivitas infrastruktur (Berawi, 2017; Gu, 2017a; Kanbur
& Rauniyar, 2010b). Konektivitas infrastruktur sangatlah berpengaruh bagi
kegiatan masyarakat karena hal ini dapat menjamin suatu keterhubungan antar
wilayah yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada dan dapat
mendukung terbaginya distribusi barang dan jasa secara merata pada daerah-daerah
yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang tidak baik dari daerah tersebut
(Berawi, 2017; Fernholz, 2010).

Program  percepatan  pembangunan infrastruktur  juga  dapat
diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal,
dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil.
Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian
strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan
perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi
kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif
dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan
sumber daya alam).

Dalam konteks Indonesia, negara dengan bentuk geografis yang majemuk

dan ketimpangan wilayah yang akut. Pembangunan inklusif memerlukan medium
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yang transformatif. Infrastruktur hadir bukan sekadar sebagai benda fisik atau
proyek teknis, melainkan sebagai enabler utama: penghubung wilayah, pembuka
akses, pemantik partisipasi ekonomi dan sosial. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan
sarana dasar lainnya menjadi representasi dari kehadiran negara di ruang-ruang
pinggiran (Gu, 2017; Kanbur & Rauniyar, 2010). Dalam kapasitas ini, infrastruktur
menjadi pemantik integrasi spasial dan sosial: ia menghubungkan wilayah-wilayah
yang terisolasi, membuka akses bagi kelompok rentan terhadap layanan dasar dan
peluang ekonomi, serta memfasilitasi mobilitas fisik dan sosial. Jalan, jembatan,
pelabuhan, hingga akses telekomunikasi adalah representasi paling konkret dari
kehadiran negara di ruang-ruang pinggiran dan termarjinalkan (Zoomers, 2018;
Armah et al., 2014).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif, yaitu
pembangunan yang dapat mendorong semua kelompok masyarakat untuk
berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan termasuk kelompok masyarakat yang memiliki
keterbatasan akses terhadap pembangunan (Damayanti & Syarifuddin, 2020;
Triyanti et al., 2017a). Kelompok masyarakat yang inklusif harus dapat ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Kebijakan,
program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif saat ini belum
sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara.

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur
yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat.
Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan
kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan,
perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke
sana,” (Pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli 2019.)

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan
ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan
membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah
peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas
ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di

seluruh tanah air, pembangunan inklusif diharapkan dapat tercipta konektivitas
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yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan,
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi
antarwilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemajuan (Chatani,
2012; Triyanti et al., 2017b). Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud
dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan
pemerintah (Berawi, 2017; Gu, 2017a). Infrastruktur dalam hal tersebut dapat
meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya.

Namun, infrastruktur itu sendiri tidak serta-merta menjamin inklusi.
Infrastruktur hanya akan berfungsi sebagai enabler jika dibarengi dengan proses
implementasi kebijakan yang peka konteks, partisipatif, dan didorong oleh
kepemimpinan yang transformatif (Rauniyar & Kanbur, 2010; Zoomers, 2018).
Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa proyek infrastruktur, jika tidak dibarengi
dengan proses implementasi kebijakan yang partisipatif, sensitif terhadap konteks
lokal, dan dipimpin secara visioner, justru bisa memperparah ketimpangan dan
menimbulkan eksklusi baru (Dorffel & Schuhmann, 2022; Otsuki et al., 2017;
Markevich et al., 2022). Misalnya, jalan yang dibangun tanpa partisipasi
masyarakat bisa memicu konflik sosial, atau jembatan yang tidak terintegrasi
dengan strategi ekonomi lokal hanya akan menjadi monumen teknis tanpa makna
ekonomi.

Oleh karena itu, infrastruktur hanya akan berfungsi sebagai enabler ketika
keberadaannya dikawal oleh proses implementasi kebijakan yang hidup dan
dinamis, bukan linear dan birokratis. Implementasi semacam ini mensyaratkan
keterlibatan berbagai aktor secara deliberatif, proses negosiasi makna atas
kebijakan, serta hadirnya kepemimpinan yang transformatif dan adaptif, yang
mampu menyatukan fragmentasi dan mendorong inklusi sejati (Rodgers &
Rodgers, 2011; Baud, 2015). Studi ini berangkat dari kesadaran bahwa hardware
pembangunan tidak cukup; yang diperlukan adalah software berupa praktik sosial
yang kontekstual dan nilai-nilai yang melandasinya.

Dengan demikian, masalah sentral yang hendak dijawab dalam studi ini

bukan pada relevansi pembangunan inklusif, tetapi pada bagaimana kebijakan
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pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dapat diimplementasikan secara nyata,
efektif, dan berkeadilan. Sebab di sinilah titik kritis pembangunan Indonesia:
adanya jurang lebar antara dokumen kebijakan dan realitas lapangan; antara
retorika inklusi dan praktik eksklusi yang masih berlangsung.

Langkah strategis Presiden Jokowi dengan menjadikan keberlanjutan
pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju pada
periode kedua pemerintahannya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang
difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata
dan lainnya perlu terus didukung agar terjadi akselerasi keberlanjutan
implementasinya.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
produksi dan produktivitas masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan menjadi
perhatian penting Penulis dalam rangka mencarikan solusi untuk mencapai
produksi dan produktivitas yang lebih optimal.

Langkah strategis yang ditetapkan secara nosional akan dapat
berkonstribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keberlanjutan
pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi, hal
tersebut didukung oleh pernyataan dari World Bank bahwa peningkatan stok
infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen pula. Berdasarkan hal tersebut
maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin
besar pula potensi peningkatan PDB.

Tercipta peningkatan produktivitas dan memberikan multiplier effect atau
efek pengganda yang lebih besar karena akan tumbuh investasi yang dapat
menunjang berkembangnya industri pengolahan, sehingga tidak selamanya
Indonesia tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah. Masyarakat tentunya
berharap dengan adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di
Indonesia akan dapat dapat membawa manfaat yang lebih besar pemerataan
pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja

baru.
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Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli
ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan (1963) misalnya, sejak lama telah
mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran,
sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push
theory. Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur
memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi
akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi (Brandao & Saraiva, 2008; Makbul et al., 2019;
Mohanty et al., 2020; Nelson et al., 2022; Tangney, 2020).

Dalam pembangunan infrastruktur lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa tingkat
ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan dapat menjadi
penentu bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Gu, 2017a;
Holis et al., 2018; Kanbur & Rauniyar, 2010b; Makbul et al., 2019). Pembangunan
infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas
perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas
(Jin & Stough, 1996; Makbul et al., 2019). Lebih dari itu, infrastruktur juga
merupakan social overhead capital atau barang-barang modal yang menjadi dasar
atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak
langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan
produksi (Brandao & Saraiva, 2008; Makbul et al., 2019; Mohanty et al., 2020;
Nelson et al., 2022; Tangney, 2020)
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PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JOKOWI 2015-2019

) @ @ Jawa, Sumatera, Sutrwos: dan
Kalimantan tecdir dark: KA Antar kota

2.150 Km, KA Perkotaan 1.099 Km

Gambar I-1 Pembangunan Infrastruktur Jokowi 2015
Sumber: Bappenas, 2015

Masifnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat
terus dijamin keberlanjutannya guna mengakselerasi transformasi ekonomi
Indonesia dan berkonstribusi positif dalam mempercepat pemetaan pembangunan
dan menggerakkan ekonomi produktif rakyat , sehingga seluruh wilayah di
Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global (regional
and global production chain) yang berperan dalam meratakan pembangunan dan
keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia maju melalui
pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia
menjadi negara maju 2045.

Sebagai turunan dari Program Strategis Nasional, pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan sejak tahun 2018 telah memprogramkan percepatan
pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimlkan produksi dan
produktivitas masyarakat. Program ini merupakan wujud dari janji politik yang
kemudian diakomodir dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi di
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Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Infrastruktur penting untuk meningkatkan
konektivitas antar kabupaten/kota dan pengembangan ekonomi daerah. Program
percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan
adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional
yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai wilayah dengan dinamika spasial yang
kompleks, ketimpangan antarwilayah, dan ambisi kuat untuk mendorong
pembangunan infrastruktur yang masif, menjadi studi kasus yang relevan dan
signifikan. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program pembangunan
infrastruktur sejak 2018, dengan visi "Sumsel Maju untuk Semua”. Namun,
bagaimana program-program tersebut dijalankan, dimaknai, dan dirasakan oleh
para pelaku pembangunan serta masyarakat akar rumput? Apakah infrastruktur
telah menjadi jembatan keadilan, atau justru memperkuat segregasi yang ada?

Infrastruktur juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan Sumatera Selatan, antara lain dalam hal peningkatan nilai
konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses lapangan kerja serta
peningkatan kemakmuran yang nyata. Adanya infrastruktur yang inklusif di
Sumatera Selatan berdampak pada kualitas hidup manusia yang dapat dilihat
dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan
manusia juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas dari
pembangunan manusia agar dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas yang
memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi hidup di Provinsi

Sumatera Selatan.
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Gambar 1-2 Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap (Jalan Nasional dalam
Kondisi Baik dan Sedang) di Sumatera Selatan

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Grafik 1.2 menunjukkan persentase Jalan dengan Kondisi Mantap dari
2014-2020. Secara umum, Kondisi jalan nasional mengalami penurunan dari
96,20% menjadi 90,02% di periode tersebut. Sementara itu, kondisi jalan
Kabupaten/Kota sedikit meningkat dari 64,45% menjadi 71,40%, mengalami
sedikit peningkatan. Kondisi jalan provinsi sempat mengalami penurunan dari
85,52% di 2014 menjadi 61,22% di 2018, merupakan titik terendah kondisi jalan.
Persentase kondisi jalan mantap mengalami kenaikan secara signifikan dari 2018-
2020 menjadi 90.02% melampaui kondisi jalan nasional yang mantap.

1322,02

SUMATERA SELATAN _—

882,09 m———— 827,13 827,13 m— 857,29 == 870,52

Gambar I-3 Kurva Jalan dengan Kondisi Baik

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2022

Grafik 1.3 menunjukkan presentase jalan dalam kondisi baik dari tahun
2016-2021. Secara umum, kondisi jalan di Sumatera Selatan cenderung stabil meski
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pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 827,13 km.
Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi
857,29 km dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 870,52 km. Kondisi
jalan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun
2021 menjadi 1322,02 km.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B Sumsel W Nasional

Gambar I-4 Tren PDRB per Kapita Tahun 2013 — 2021 Sumsel & Nasional
(Ribu Rupiah)

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Pembangunan infrastruktur ini membawa dampak positif. Pertama,
sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.4 PDRB perkapita naik. Secara lebih detail,
PDRB per Kapita 2021 Sumatera Selatan meningkat menjadi sebesar Rp. 38,17 juta
meskipun masih dibawah nasional yang juga meningkat menjadi sebesar Rp. 40,77
juta. Secara lebih detail, dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel tahun 2021, terdapat 2
Kab dan 1 Kota yang PDRB per Kapita diatas Nasional dan Provinsi yaitu Musi

Banyuasin, Muara Enim, dan Kota Palembang.
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Gambar I-5 Tren Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.5, IPEI Sumatera Selatan 2021
sebesar 5,97%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55%. Namun
masih lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 6%. Secara lebih detail,
Kabupaten/Kota dengan IPEI terbesar 2021 dan lebih besar dari IPEI Nasional dan
Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang (6,02). Sementara IPEI terendah yaitu
Kabupaten Empat Lawang (4,76), OKU Selatan (4,93) dan PALI (5,01).

7,48 7,07

6,49
617 1594 6,18 561 550

534 528 >86

6,13
5,77 1 5,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

B Sumatera Selatan === Nasional

Gambar 1-6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Dampak lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka yang menurun
sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.6. TPT Sumatera Selatan dari tahun 2011-

2022 berfluktuatif, namun capaiannya selalu lebih baik dari Nasional. TPT Sumsel
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mengalami Penurunan dari 2021 ke 2022 (turun 0,63%), hal ini terjadi juga pada
rata-rata nasional (0,35%). Penurunan TPT di Sumatera Selatan tahun 2022
disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus
2022 sebanyak 4,29 juta orang, bertambah sebanyak 109,99 ribu orang dibanding
Agustus 2021 dengan peningkatan penyerapan TK paling tinggi di sektor pertanian,
kehutanan, perikanan (112,74 ribu). Ada 5 kabupaten/kota di Sumatera Selatan
dengan TPT tertinggi (Palembang, Lubuk Linggau, Muratara, Prabumulih dan
OKUT).

12@13 7314’2413;9114’25 o
11,66 13,54 P
’7711,3711,2511,22 '"712,8012,7112 6612,84

10,8610 64 ’

11,90
10,1411,
9,82 o 41 978 9,54

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
==Sumatera Selatan Maret ==Nasional Maret

Gambar I-7 Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022.

Sebagaimana terdapat dalam gambar 1.7, Pasca Pandemi COVID-19, Tren
Kemiskinan Provinsi Sumsel mengalami Penurunan Menjadi 11,90% pada Maret
2022. Pada Maret 2022, terdapat delapan Kabupaten/Kota tingkat kemiskinan
Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota Nasional. Kabupaten/Kota yang mengalami
Penurunan Angka kemiskinan secara signifikan pada tahun 2021-2022 adalah
Kabupaten Musi Rawas Utara (turun sebesar 1,66%), Ogan Ilir (turun sebesar
1,49%) dan OKI (turun sebesar 1,45%).

Ketidakmerataan infrastruktur dipandang berkontribusi  signifikan
penurunan angka kemiskinan mengupayakan nilai dinamika pembangunan

termasuk pembangunan infrastruktur pada ketidakmerataan hasil pembangunan.
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Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah
menyediakan sistem infrastruktur berkualitas tinggi dan efisien untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih tinggi. Sumatera Selatan,
dalam hal ini, telah menjadi laboratorium untuk memahami potensi dampak
infrastruktur dalam mendorong pembangunan inklusif dan pengentasan
kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan telah terbukti
menurunkan biaya transportasi, mendorong perdagangan, menciptakan lapangan
kerja, dan membantu mengalihkan tenaga kerja pertanian ke kegiatan non-pertanian
yang diharapkan menciptakan pembangunan inklusif dan mengurangi kemiskinan.
Sebagai dampak dari dana desa dan alokasi dana desa, pembangunan ekonomi
memiliki dampak pada penduduk pedesaan (Arifin et al., 2020; Faoziyah & Salim,
2020; Triyowati et al., 2019). Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan
pembangunan inklusif dalam pengentasan kemiskinan pedesaan.

Konsep pembangunan inklusif telah diterapkan dalam berbagai bidang. Di
sektor privat, sebagai contoh, konsep ini menjadi basis dalam pengembangan model
pengembangan bisnis baru (Rauniyar & Kanbur, 2010). Dengan tujuan inklusi,
bisnis adalah hasil dari pencapaian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan
menyediakan sumber daya dan mempromosikan kesetaraan kesempatan (Dai,
2016; Kourula et al., 2017; Leong et al., 2020; Markevich et al., 2022; Oloruntoba,
2015; Singh, 2013). Di bidang keuangan, keuangan inklusif mengubah eksklusi
keuangan tradisional, yang memainkan peran perantara penting dalam pertumbuhan
ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Buhr & Castiglioni, 2017; Fernandes
Antunes et al., 2018; S. Kumar et al., 2019). Dalam bidang perencanaan dan
pembangunan kota, kota inklusif telah diperkenalkan sebagai model desain
perkotaan yang baru. Di bidang tata kelola masyarakat, telah dibahas hubungan
antara sensitivitas iklim dan inklusi masyarakat (Borie et al., 2019; Bourgeois,
2014; Lee et al., 2022). Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa kepekaan iklim
sangat erat kaitannya dengan inklusi masyarakat, karena masyarakat miskin lebih
rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang dapat diatasi dengan penyediaan
infrastruktur. Dapat dilihat dari penelitian di atas bahwa posisi strategis makro dari

pertumbuhan inklusif telah dikonfirmasi, tetapi jalur implementasi mikro perlu
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dieksplorasi; namun, di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, belum
ada penelitian yang relevan.

Proyek infrastruktur adalah sangat penting. Pengaruh positif infrastruktur
terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum telah dikonfirmasi dalam berbagai
macam penelitian (Berawi, 2017; Fernholz, 2010; Gu, 2017a; Kanbur & Rauniyar,
2010b; Zoomers, 2018). Pengaruh infrastruktur terhadap ekonomi terutama
berfokus pada efek pertumbuhan dan efek distribusi pendapatan. Infrastruktur
adalah barang publik atau semi publik, yang menentukan bahwa infrastruktur harus
memiliki misi untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Jika kekuatan pasar
memperburuk ketimpangan pendapatan, intervensi pemerintah tidak dapat
dihindari. Elemen penting dari intervensi pemerintah adalah di mana pemerintah
membelanjakan uangnya. Oleh karena itu, investasi infrastruktur memainkan peran
yang sangat penting dalam model pertumbuhan ekonomi berbasis
investasi(Brandao et al., 2012; Cheah & Liu, 2006; Valdivieso & Andersson, 2018).

Ketidakseimbangan investasi infrastruktur mungkin akan memperparah
kesenjangan perkotaan-pedesaan (Gu, 2017a; Kanbur & Rauniyar, 2010b). Dengan
demikian, di daerah perdesaan, proyek infrastruktur yang sebagian besar dibiayai
dari dana desa dan alokasi dana desa merupakan faktor eksogen yang bertujuan
untuk merangsang perkembangan daerah tersebut (Riska Farisa et al., 2019). Tanpa
adanya proyek tersebut, kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan
akan semakin terasa. Dibandingkan dengan penduduk perkotaan, penduduk
pedesaan memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur yang relatif rendah. Jalan
pedesaan, tingkat penetrasi air, dan investasi aset tetap di pedesaan jauh dari
perkotaan pada periode yang sama. Kesenjangan yang melebar antara daerah
perkotaan dan pedesaan menghambat pertumbuhan investasi pertanian dan
pedesaan yang berkelanjutan dan menghalangi hak penduduk pedesaan atas
pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Infrastruktur pedesaan merupakan
faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong pembangunan
ekonomi, dan meningkatkan pemerataan.

Inklusivitas adalah kesempatan bagi setiap orang atau kelompok untuk

berpartisipasi secara adil dalam pembangunan ekonomi dan berbagi hasil
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pembangunan ekonomi. Pembangunan inklusif digunakan pada kesempatan dan
konteks yang berbeda, tetapi konsep intinya sama. Pertumbuhan inklusif
didefinisikan sebagai konsep multidimensi dalam literatur, yaitu pertumbuhan
inklusif tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup
serangkaian indikator seperti pemerataan sosial, kesempatan kerja, dan kelestarian
lingkungan. Dalam penelitian ini, inklusi infrastruktur pedesaan mengacu pada
fakta bahwa dalam keseluruhan siklus hidup infrastruktur pedesaan, setiap individu
sama-sama menikmati manfaat yang dibawa oleh pembangunan infrastruktur
tersebut.

Studi sebelumnya tentang pembangunan infrastruktur yang inklusif banyak
dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang ekonomi dan pembangunan (Alff, 2020;
Berawi, 2017; Dolla et al., 2022; Fernholz, 2010; Gu, 2017a; Kanbur & Rauniyar,
2010b; Zhang, 2005). Sejauh penelusuran penulis, belum ada studi yang mengkaji
topik ini dalam kerangka administrasi publik, khususnya kebijakan publik untuk
mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur inklusif
melalui berbagai macam perspektif kebijakan publik. Oleh karena itu, studi ini akan
mengisi  kesenjangan penelitian dengan mengkaji pembangunan inklusif
berkelanjutan dari kacamata implementasi kebijakan publik, serta merekonstruksi
sebuah model baru.

Studi ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan
pendekatan yang tidak semata-mata evaluatif, tetapi interpretatif dan kontekstual.
Dengan mendasarkan diri pada kerangka konseptual, implementasi kebijakan yang
secara umum mencakup dimensi kebijakan dicita-citakan, organisasi pelaksana,
kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Maka studi ini tidak hanya membongkar
struktur formal kebijakan, tetapi juga menggali lapisan-lapisan makna, negosiasi
antaraktor, dan nilai-nilai yang menggerakkan praktik kebijakan.

Inilah urgensi studi ini: membongkar dan merekonstruksi praktik
implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dalam seluruh
kompleksitasnya. Tidak cukup hanya membangun jalan dan jembatan. Hal yang
lebih penting adalah membangun makna bersama tentang arah dan tujuan

pembangunan itu sendiri. Studi ini berambisi merumuskan sebuah model
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implementasi yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga reflektif terhadap
realitas empirik, yang dapat diadaptasi dan direplikasi di wilayah lain dengan

keragaman konteks serupa.

1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan
rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis
infrastruktur dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana model implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis
infrastruktur dapat dirumuskan berdasarkan praktik empiris di Provinsi

Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Studi ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis
infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menelaah proses, aktor,
tantangan, dan capaian yang terjadi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah.

2. Merumuskan model implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis
infrastruktur yang kontekstual dan aplikatif berdasarkan praktik empiris di
Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dasar rekomendasi untuk penguatan

kebijakan serupa di wilayah lain.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dalam studi ini antara lain:
1. Secara Teoretis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori
implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks pembangunan inklusif
berbasis infrastruktur, dengan menekankan pentingnya pendekatan

relasional, nilai, dan kepemimpinan dalam proses kebijakan.

Universitas Sriwijaya



17

2. Secara Praktis: Menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan dalam merancang pendekatan implementatif yang
lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual.

3. Secara Kebijakan: Memberikan masukan berbasis bukti untuk perumusan
dan penyesuaian kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,
dengan menempatkan infrastruktur sebagai medium transformatif, bukan

sekadar proyek teknis.
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